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”fﬁff Jaringan Dokumentasi dan J
Informasi Hukum Nasional

IDIHN

Disampaikan dalam kegiatan
Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH
di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
yang diselenggarakan oleh
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

N

Batu, 12 -13 November 2019




Drs. YASMON, M.L.S.

° TTL: Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968
°* NIP:19680520 199403 1 002
* Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Madya (1V/d)
* Pendidikan :
° Sarjana Sastra Inggris (Drs.), Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1991;
°  Master of Legal Studies (MLS), School of Law, University of Technology
Sydney, Australia, 1999
° Riwayat Jabatan :
* Kepala Biro Perlengkapan, Kemenkumham, 09/2014-09/2015
* Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kemenkumham,
09/2015-07/2017
* Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kemenkumham,
07/2017 — April 2018
* Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional,
BPHN, Mei 2018 — sekarang
° Diklat Penjenjangan : Diklatpim | Angkatan XXX Tahun 2015
* HP/WA:08118582005 E-mail : udayasmon@gmail.com







Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB

Jokowi Minta Menteri
Kumpulkan Regulasi yang
Tumpang Tindih dalam Waktu
1 Bulan

JAKARTA KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan
pembantunya di Kabinet Indonesia Maju untuk mengumpulkan regulasi yang I
! tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi. _
| |
i Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana
- Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Ini adalah rapat pertama di era
I Jokowi-Ma'ruf Amin. I
! !
i "Negara ini terlalu banyak regulasi dan peraturan,” kata Jokowi.




JOkOWI ingin agar ke depan aturan yang berbelit-belit bisa dipangkas.
I I
i Ini berlaku baik aturan setingkat undang-undang, peraturan presiden, |
i peraturan menteri, hingga peraturan daerah. I
1 "Termasuk di daerah nanti Mendagri tolong digarisbawahi peraturan 1
gubernur bupati, wali kota yang masih banyak sekali tumpang tindih
dengan peraturan di atasnya," kata dia.
| |
iJokowi ingin agar setiap kementerian dan lembaga bisa cepat bekerja |
- mengumpulkan aturan yang tumpang tindih ini. la bahkan memberi
!target satu bulan. :
I I
i "Yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang |
- menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu
! sebulan ini. Nanti akan segera rapat dua minggu lagi agar kita bisa
| bekerja dengan cepat," kata dia. I

Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB ___
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Sekilas Lintas
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
dan
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENGAYOMAN

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

R e Nl

=
<

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

[
[HY

Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
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Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BADAN

PEMBINAAN
HUKUM

NASIONAL

SEKRETARIAT
PUSAT DOKUMENTASI
PUSAT ANALISA DAN PUSAT PERENCANAAN PUSDAATNPBEANI\YI}I._J[I:,K:AN DAN JARINGAN
EVALUASI HUKUM HUKUM HUKUM INFORMASI HUKUM
NASIONAL

H
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DIGITAL ERA &
INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0



JDIH

The Traditional Way ...
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The Modern Way
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RS Transfer paper Share paper
Paper Document Scanner documentintodigital documentfrom one
systemto another.
Old School. Highly
— Efficient.
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ICT In Figures

DIGITAL AROUND THE WORLD IN 2019

THE ESSENTIAL HEADLINE DATA YOU NEED TO UNDERSTAND GLOBAL MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE

TOTAL UNIQUE INTERNET ACTIVE SOCIAL MOBILE SOCIAL
POPULATION MOBILE USERS USERS MEDIA USERS MEDIA USERS
are . ‘
social
7.676 5.112 4.388 3.484 3.256
BILLION BILLION BILLION BILLION BILLION
URBANISATION: PENETRATION: PENETRATION: PENETRATION: PENETRATION:
56% 67 % YA 45% 42%

Hootsuite" ‘évfgial




ICT in Indonesia

INDONESIA

THE ESSENTIAL HEADLINE DATA YOU NEED TO UNDERSTAND MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE -

TOTAL MOBILE INTERNET ACTIVE SOCIAL MORBILE SOCIAL
POPULATION SUBSCRIPTIONS USERS MEDIA USERS MEDIA USERS
are ‘ ‘aro
social social

268.2 355.5 150.0 150.0 130.0

MILLION MILLION MILLION MILLION MILLION

URBANISATION: vs. POPULATION: PENETRATION: PENETRATION: PENETRATION:

56% 133% 56% 56% 48%

.. we
Hootsuite- gre.




ICT in Indonesia

ol TIME SPENT WITH MEDIA

AVERAGE DAILY TIME SPENT CONSUMING AND INTERACTING WITH MEDIA [SURVEY BASED] -

AVERAGE DAILY TIME AVERAGE DAILY TIME AVERAGE DAILY TV VIEWING TIME AVERAGE DAILY TIME
SPENT USING THE SPENT USING SOCIAL (BROADCAST, STREAMING SPENT LISTENING TO
INTERNET VIA ANY DEVICE MEDIA VIA ANY DEVICE AND VIDEO ON DEMAND) STREAMING MUSIC

$.60.@

S8H36M 3H26M 2H 52M 1H 22M

PRESENT THE FINDINGS OF A BROAD SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16-64. TIMES ARE DAILY AVERAGES, REPORTED IN HOURS HootSUite" gree
CURRENTLY .
social
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INDUSTRY 4.0

Sumber Gambar : https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html|

... tren di dunia industri yang menggabungkan
teknologi otomatisasi dengan teknologi siber...




Mencari dokumen hukum ?

ﬁﬁ?\ peraturan.go.id

el Kementerian Hukum dan HAM R
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Google

undang undang pemilu Q

7, Semua [ Berita [ Gambar [ Video [ Maps i Lainnya Setelan  Alat

Sekitar 22.500.000 hasil (0,49 detik)

Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilinan-u... =

22 Agu 2017 - Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten / Kota. adalah partai politik, yang ...

[FoFl Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
indonesia-oslo.nol../UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150.pdf

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden,. Undangl Indang. Nomor 15 Tahun 2011 tentang
penyelenggal lepilihan. Umum, dan Undang-Undang Nomor ...

PPFl Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Undang-. Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang ...

KPU Setuju Undang-Undang Pemilu Direvisi - Nasional Kompas
https://nasional.kompas.com » News » Nasional ~

25 Apr 2019 - KPU sependapat untuk memformulasikan aturan baru, guna diterapkan di pemilu
selanjutnya.
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REFORMASI HUKUM JILID 1i




| Home / News / Nasional

Ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid Il

FABIAN JANUARIUS KUWADO

¥
L.

REFORMASI HUKUM lilid 1l
1. Penataan Regulasi

2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil

3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui
pengembangan pemolisian masyarakat (polmas)




Agenda Penataan Regulasi

@ Penguatan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

2 — gl Evaluasi Seluruh Peraturan
Perundang-undangan

& & Pembuatan Database
Peraturan Perundang-
= undangan yang Terintegrasi




— 5 PRIORITAS KERJA

] Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI
J o KOWI- M A R U F Periode 2019-2024

“Pertama, pembangunan SDM akan menjadi
prioritas utama kita. Kedua, pembangunan
infrastruktur akan kita lanjutkan. Ketiga, segala
bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan,
harus kita potong, harus kita pangkas.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus
kita lakukan besar-besaran. Kelima adalah
transformasi ekonomi.”

S A cstllew 8(«&» W edlo e

Minggu, 20 Oktober 2019
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Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional
(JDIHN)



JDIH

DASAR HUKUM

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(20 Maret 2012)
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Latar Belakang N

a. dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan
nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik,
bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi
tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi .
hukum yang dibutuhkan;

b. untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum
yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di
berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu
membangun kerja sama dalam suatu jaringan
dokumentasi dan informasi hukum nasional yang
terpadu dan terintegrasi;




- JDIH

° ° ° 7 F\I
Definisi

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang
selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama
atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,
serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum

secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

. 2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan -

perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan

perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada
putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel
majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian

hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-
undangan;




- JDIR

R
Tujuan JDIHN

a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi
pemerintah dan institusi lainnya;

b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang
lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan -
Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka
penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;

d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan
pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-
pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan
bertanggung jawab.




Organisasi JDIHN

1) Organisasi JDIHN terdiri dari : |
a. Pusat JDIHN; dan
b. Anggota JDIHN

2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM
merupakan Pusat JDIHN
3) Anggota JDIHN:

a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan
kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
1. Kementerian Negara;
2. Sekretariat Lembaga Negara;
3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
4. Pemerintah Provinsi;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
6. Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota
b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
C. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan
informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri




- JDIH

\
Organisasi JDIHN ‘

1) Pimpinan Instansi (Kementerian Negara, Sekretariat
Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota) wajib membentuk .

organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum
di lingkungannya.

2) Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga Negara
bertindak sebagai Pusat JDIH di lingkungannya.

3) Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Pusat JDIH di
wilayahnya.




- JDIH
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Organisasi JDIHN :

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib
melakukan Pengelolaan Dokumentasi
dan Informasi Hukum dengan -
menyediakan sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia, dan
anggaran.




Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN

Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan
pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan
instansinya;

b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat
JDIHN;

C. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH
di lingkungannya;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;

e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan

f.  Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat
JDIHN.
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Standar Pengelolaan Dokumentasi [§
dan Informasi Hukum

Anggota JDIHN dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya wajib berpedoman pada
Standar Pengelolaan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

N




Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl No. 2 Tahun 2013

Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum

Standardisasi pengadaan dokumen hukum;
Standardisasi pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-
undangan dan instrumen hukum lainnya;

Standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan -
instrumen hukum lainnya;

Standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
Standardisasi pembuatan katalog monografi hukum;
Standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;
Standardisasi penyusunan indeks kliping koran;
Standardisasi pelayanan informasi hukum;
Standardisasi website JDIHN;

10 Standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan
11. Standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN.

© 00NV A

SUDAH

TIDAK
BERLAKU

RS T Ty
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Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8

Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum (10 Juni 2019)

. Standar pembuatan abstrak peraturan

perundang-undangan;

. Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi

Hukum;

. Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
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Anggaran Kegiatan JDIHN

Anggaran kegiatan JDIHN dibebankan pada
instansi masing-masing melalui Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Peta Anggota JDIH

(Kondisi : 11 November 2019)

Website Utama | Website JDIH | '"teErasi dgn
jdihn.go.id

Kementerian
(di luar Kemenkumham)

Lembaga Negara 20 20 12 5
LPNK 67 67 30 14
Pemerintah Provinsi 34 34 32 24
Pemerintah Kabupaten 416 415 316 160
Pemerintah Kota 98 98 90 49
DPRD Provinsi 34 23 2 1
DPRD Kabupaten 415 149 9 2
DPRD Kota 93 48 1 0
Perpustakaan Hukum 399 248 4 2
Lembaga Non Struktural - 1 1 1
Unit Eselon | Kemenkumham 11 11 5 4

Kanwil Kemenkumham 33 33 33 33
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Sistem dan Aplikasi yang Dikelola




www.bphn.jdihn.go.id

* Website JDIH pada Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) sebagai Satuan .

Kerja

°* Menggunakan Aplikasi Standar
Pengolahan Dokumen dan Informasi
Hukum (/Indonesian Legal Documentation
and Information System — ILDIS), versi
2019




jdihn.bphn.go.id

www.bphn.jdihn.go.id

#®, Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional & Portal Resmi BPHN - Kemenkumham R.|

@w JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

BERANDA TENTANG KAMI ~ JENIS DOKUMEN HUKUM ~ BERITA ANGGOTA IDIHN ~

Selamat Datang Di JDIHN Seputar Profil JDIEN Himpunan Dokumen Hukum Di Indonesia Berita Sekitar JDIHN Seputar Anggota JDIHN

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

‘4%”3 fografis{Basis Data JDJHN | U ad
b H \g : \J F{)_Ql Tonton nanti  Bagikan
S .

«@°%%e,
.

N\ Y 4 .
AWALY, = .o " ®

BASIS DATA NASIONAL PETA ANGGOTA JDIH

» Questions?

E-REPORTING PORTAL JDIHN Chat Now!



www.bphn.jdihn.go.id

BEERANDA TENTANG KAMI ~ JENIS DOKUMEN HUKLUM ~ BERITA ANGGOTA JDIHN ~ (:)

Selamat Datang Di IDIHM Seputar Profil IDIHMW Himpunan Dokumen Hukum Di Indonesia Berita Sekitar JDIHW Saputar Anggota JDIHM

{

Lebih Dari 153604 Dokumen
Hukum Dapat Diakses Di JDIHN”

Monografi Hukum 17 ,995

Peraturan Perundang-
undangan Pusat 13 ’ 982‘

Lihat lebih detail

Peraturan Kementerian 19,616

Lihat lebih detail

T BIF %S

Lihae Lebih Detail
. _ Lembaga Negara
Artikel/Majalah Hukum 21,35 6 Lihat lebih detail 661
Lihart Lebih Detail
: Lembaga Pemerintahan
Putusan Pengadilan 1’001 Non Kementerian 2,251
Lihae Lebih Detail

Lihat lebih detail

Peraturan Desa 689

Likat Lebih Detail

A )
<

Peraturan Perundang-
undangan Provinsi, 5 2'12'04
Kabupaten/Kota

Staatsblad 2.3 , 8 3 7 Lihat lebih detail

Lihat Lebih Detail

MW S M g



www.jdihn.go.id

° Portal & Search Engine JDIHN

°* Menggunakan Aplikasi Integrasi JDIHN
versi 2018.

* Sebelumnya menggunakan alamat
domain www.jdihn.id dengan Aplikasi
Integrasi JDIHN versi 2017




www.jdihn.go.id

° INTEGRASI ULANG bagi Anggota JDIHN yang
sebelumnya sudah terintegrasi dengan
www.jdihn.id

°* Metadata yang lebih lengkap

* Perlu Perubahan Application Programming
Interface (API)

* Aplikasi Integrasi JDIHN versi 2018 -- >
Khazanah Dokumen Hukum Indonesia




Portal JDIHN
jdihn.go.id

FAQ

I v Organisasi JDIHN Agenda Berita Galeri Foto / Video Ruang Unduh Login

Khazanah Dokumen Hukum Indonesia®

Temukan literatur hukum-yang kamu cari disini.



Portal JDIHN
jdihn.go.id

Anda dapat menemukan 229.524 Dokumen
Hukum

Meliputi :
30.785 Produk Hukum Tingkat Pusat
136.549 Produk Hukum Tingkat Daerah

13.310 Monografi Hukum

26.280 Artikel Hukum/Jurnal

3.075 Putusan

19.525 Produk Hukum Era Kologi.acl)

30.785 1361549 19.525 13.310 26.280

A, ) iy ) g
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Produk Hukur Tingkat Pusat Produk Hukum Tingkat Daersh Produk Hukum Era Kolonial Monografi Hukum Artikel / Majalah Hukum




Indonesian Legal Documentation and Information System

[.L.D.I.S.

* Platform: PHP 5.6
° Database: MySQL

* Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Versi 1.0 (2018)

* Memiliki 2 modul:
*  Website JDIH --> Front-end

* Aplikasi standar untuk pengolahan data dokumentasi hukum =
Back-end




@} http://e-report.jdihn.go.id/

Setiap Anggota JDIHN harus
menyampaikan laporan
pelaksanaan / pengelolaan JDIH
kepada Pusat JDIHN

Laporan disampaikan pada setiap
Bulan Desember

Mekanisme pelaporan secara
manual (mengirimkan berkas
hardcopy ke Pusat JDIHN) telah
diperbarui dengan pelaporan
secara elektronik melalui aplikasi
e-Reporting

Welcome. Please login.




Keunggulan JDIHN

v’ Portal Dokumen Hukum Nasional
v Memiliki Sumber Informasi yang Jelas -

v Memiliki jumlah dan jenis dokumen
dokumen paling lengkap

v" Tidak Berbayar
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Arah Kebijakan 2019




Arah Kebijakan Pengembangan JDIHN 2019

Percepatan Partisipasi Anggota JDIHN;
Sosialisasi Aplikasi ILDIS dan Aplikasi Integrasi
JDIHN;

Penyempurnaan Aplikasi Berbasis Android & OS
Pengembangan / penyempurnaan Sistem JDIHN
Penguatan SDM

Kelengkapan Koleksi Dokumen Hukum untuk
Mewujudkan Basis Data Nasional Dokumen
Hukum

Kampanye / Promosi JDIHN

Acknowledgement & Reward




Arah Kebijakan Pengembangan JDIHN 2019

9. Penyelarasan JDIHN dengan SPBE (Perpres No.
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik)

10. Penyelarasan JDIH dengan kebijakan Satu Data
Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia)

11.Jalinan Kerja Sama dengan Badan Saiber dan
Sandi Negara (BSSN) terkait Penggunaan Tanda
Tangan Digital (Digital Signature) atau Sertifikasi
Elektronik pada Dokumen Hukum

TP R T . T T TS



JDIHN & SPBE

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan .
Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman ’
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi
Hukum



JDIHN & SATU DATA INDONESIA

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia

BPHN sebagai Pusat JDIHN akan menjajagi kemungkinan .
untuk menjadi Walidata untuk Dokumen Hukum ’

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi
Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan
oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data
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Koleksi Dokumen Hukum




KOLEKSI DOKUMEN HUKUM
bphn.jdihn.go.id

No Jenis Dokumen Jumlah
1 Peraturan Perundang-undangan Pusat 13.977
2 Peraturan Kementerian 19.618
3 Peraturan Lembaga Negara 661
4  Peraturan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 2.251
5 Peraturan Perundang-undangan Provinsi, 51.939
Kabupaten/ Kota
6 Peraturan Desa 689
/7  Putusan 1.001
8 Monografi Hukum 17.989
9 Artikel/Majalah Hukum 21.331
10 Staatsblad 23.837
TOTAL 153.293

“Kondisi Data : 4 November 2019



KOLEKSI DOKUMEN HUKUM
jdihn.go.id

No Jenis Dokumen Jumlah
Produk Hukum Tingkat Pusat
Produk Hukum Tingkat Daerah
Produk Hukum Era Kolonial
Monografi Hukum

Artikel / Majalah Hukum

Yurisprudensi / Putusan :
TOTAL 232.890

Kondisi : 11 November 2019
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CATATAN PENTING

* Informasi yang dinunggah dan
dikelola dalam [DIH adalah .
informasi yang bersifat terbuka

untuk publik, bukan informasi yang
dikectalikarn
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Pemberian Penghargaan bagi
Anggota JDIHN Terbaik



Penghargaan Anggota JDIH 2014

A. Kriteria \
1. Pengiriman laporan pelaksanaan JDIHN |
2. Koordinasi dan Kerjasama JDIHN (Bimtek dan Sosialisasi)
3. Evaluasi Upload data produk hukum dalam website JDIH

Belum ada website, ’ Sudah ada website,

Sudah ada website, |

atau | dan § dan

| ' |

' . E

e | | |

Sudah Memlllkl | | Sudah ada produk | U SRR
web tapi belum ada | | hukum/kumpulan | | hukurm/k |

: | s | ukum/kumpulan
produk hukum . : perda tapi tidak erda dan ubdate
/kumpulan perda : |  update P P

B i i) |

B. Penerima Penghargaan
1. Biro Hukum dan Humas MA
. Biro Hukum Kementerian Keuangan
. Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
. Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl
. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No s WwWN

R ST . e



Penghargaan Anggota JDIH 2015

A. Kriteria Penghargaan
1. Evaluasi Data peraturan dalam website anggota JDIHN
2. Laporan
3. Koordinasi Kerjasama JDIHN dengan Pusat dan sesama anggota JDIHN

B. Penerima Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga Negara
1. Kementerian Keuangan RI
2. Badan Pemeriksa Keuangan R
3. Kementerian Ketenagakerjaan RI
C. Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi
1. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Kepulauan Riau
D. Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat
1. Bagian Hukum Setda Kota Surabaya
2. Bagian Hukum Setda Kota Tangerang
3. Bagian Hukum Setda Kota Batam
E. Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Tengah
1. Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem




Penghargaan Anggota JDIH 2016

Kriteria Penghargaan
Dalam periode ketiga evaluasi dan penilaian terhadap anggota JDIH tingkat Pusat dan Provinsi

berdasarkan pada aspek pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diantaranya aspek segi
pengunaan, penyajian data, grafik desain, kompatibilitas, system navigasi, loading time dan

functionality

A. Penerima Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga Negara

1. Kementerian Ketenagakerjaan dari segi Usability
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Segi Navigasi

3. Kementerian Keuangan dari segi Konten

B. Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi
1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dari segi Usabilty
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari segi Navigasi
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Segi Konten




Penghargaan Anggota JDIH 2017

Kriteria Penghargaan

Dalam periode keempat ini sistem penilaian dilihat dari 6 aspek pengelolaan JDIHN, Laporan
pengelolaan JDIHN, Evaluasi Website, dan terintegrasinya website JDIH anggota jaringan ke
JDIHN.ID

A. Penerima Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga Negara
1. Badan Pemeriksa Keuangan Rl
2. Kementerian Keuangan Rl
3. Kementerian Ketenagakerjaan R
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika Rl
5. Kementerian BUMN Rl
B. Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi
1. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
2. Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali
3. Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat
4. Biro Hukum Provinsi Banten
5. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
C. Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Bagian Hukum Kota Tangerang
2. Bagian Hukum Kota Tasikmalaya
3. Bagian Hukum Kabupaten Wonosobo
4. Bagian Hukum Kabupaten Sleman
5. Bagian Hukum Kabupaten Fakfak Barat




Anggota JDIH Terbaik 2018

l. Tingkat Kementerian / Lembaga |
1. Biro Hukum Kementerian Keuangan Rl
2. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum, BPK RI
3. Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja Rl
Il. Tingkat Provinsi
1. Biro Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah, Provinsi Jawa Barat
2. Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Provinsi Jawa Tengah
3. Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Provinsi Bali
Ill.  Tingkat Kabupaten
1. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur
2. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, DIY
3. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah
IV. Tingkat Kota
1. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Surakarta
2. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
3. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Bandung




Pengelola JDIH Terbaik Tahun 2018 di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM
Keputusan Menkumham No M.HH-32.KP.08.05 Tahun 2018

A. Unit Eselon |

|.  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Il.  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
B.  Kantor Wilayah (Kategori Kecil)
l. Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung
II.  Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta
IIl.  Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah
C. Kantor Wilayah (Kategori Sedang)
. Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan
II.  Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan
IIl.  Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh
D. Kantor Wilayah (Kategori Besar)
. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
II.  Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur
IIl. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara




Anggota JDIH Terbaik 2019

v" JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kementerian
° Terbaik | : Kementerian Keuangan
*  Terbaik Il : Kementerian Ketenagakerjaan
*  Terbaik lll : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
* Terbaik Harapan | : Kementerian Komunikasi dan Informatika
*  Terbaik Harapan Il: Kementerian Pariwisata
v" JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Negara
* Terbaik | : Badan Pemeriksa Keuangan
*  Terbaik Il : Dewan Perwakilan Daerah
v" JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Pemerintah Non
Kementerian
* Terbaik | : Badan Informasi Geospasial
*  Terbaik Il : Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
° Terbaik lll : Badan Tenaga Nuklir Nasional
v" IJDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Non Struktural
*  Komisi Pemilihan Umum




Anggota JDIH Terbaik 2019

v"JIDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat
Pemerintah Provinsi Besar dengan Jumlah Anggota > 30
Anggota
* Terbaik | : Provinsi Jawa Tengah
° Terbaik Il : Provinsi Jawa Barat

. * Terbaik Il : Provinsi Jawa Timur

v"JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat
Pemerintah Provinsi Kecil dengan Jumlah Anggota < 30
Anggota
* Terbaik | : Provinsi Bali
* Terbaik Il : Provinsi Kalimantan Selatan
* Terbaik Ill : Provinsi Riau




Anggota JDIH Terbaik 2019

v/ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat

Kabupaten

* Terbaik | : Kabupaten Tuban

* Terbaik Il : Kabupaten Semarang

*  Terbaik Il : Kabupaten Garut

° Terbaik Harapan I: Kabupaten Banyuwangi
° Terbaik Harapan Il: Kabupaten Bandung

* Terbaik Harapan lll: Kabupaten Pemalang

v"JIDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat

Kota

° Terbaik | : Kota Sukabumi

° Terbaik Il : Kota Surakarta

° Terbaik lll : Kota Bandung

* Terbaik Harapan | : Kota Ambon
* Terbaik Harapan Il : Kota Batam

R ST . e



Anggota JDIH Terbaik 2019

v/ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN
Terbaik Tingkat Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi
. Jambi

v/ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN
Terbaik Tingkat Perpustakaan Hukum

° Universitas Pamulang




Anggota JDIH Terbaik 2019

v" JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Metadata |
Terlengkap
* Provinsi Aceh

v" JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Aplikasi
Android Terbaik

. * Kementerian Keuangan

v" JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Laman
Internet JDIH Dwibahasa
°* Kementerian Badan Usaha Milik Negara

v JIDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Inovasi
Sosialisasi / Kampanye Teraktif
° Kabupaten Tuban




Kriteria Penilaian Anggota [DIHIN

Ol WN -

. Organisasi,

. Sumber Daya Manusia,

. Koleksi Dokumen Hukum,

. Teknis pengelolaan,

. Sarana prasarana,

. Pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi,

. Inovasi




Penilaian
Anggota JDIHN

Tahun 2019




#1. ORGANISASI

® Dasar Hukum

* Struktur Organisasi
* SK Tim Teknis

* Visi & Misi

* Kontak Person




#2. SUMBER DAYA MANUSIA

°* Data

. °* Mela

* Me
°* Me

d

d

Pengelola JDIH

<sanakan Pelatihan

* Mengikuti Pelatihan

<ukan Study Banding

kukan Koordinasi & Konsultasi




#3. KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

* Peraturan Perundang-Undangan

°* Non Peraturan Perundang-
Undangan

* Dokumen Langka




#4. TEKNIS PENGELOLAAN

®* Penyampaian Laporan
* SOP Pengelolaan JDIH
* Standar Metadata

° Abstrak




#5. SARANA & PRASARANA

* Meubelair

* Alat Pengolah Data
° Akses Internet

® Sarana Umum

* Ruang Kerja

° Ruang Koleksi

* Ruang Baca




#6. PEMANFAATAN T.1.K.

* Alamat Domain Sesuai Standar

* Alamat Domain Melekat pada
Domain Utama

* Website JDIH sudah terintegrasi
* Memiliki Perangkat Server Sendiri

* Kelengkapan Konten




#7. INOVASI & PROMOSI

Aplikasi Mobile (Android/IOS)
Fitur Tambahan di luar Website Website

Penguatan Keanggotaan

Sosialisasi JDIHN Melaui Media
Massa/Cetak

Sosialisasi JDIHN Melalui Media
Sosial/Elektronik
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Inovasi & Promosi
JDIHN



Media Promosi JDIHN

www.jdihn.go.id

@jdihnindonesia

JDIH Nasional

O,

@jdihnindonesia

jdihn indonesia







Berbagai Inovasi dalam Pengelolaan JDIH

Aplikasi JDIH Berbasis Android & 10S
Promosi JDIH melalui Berbagai Akun Media Sosial
Kios JDIH, Pojok JDIH

Promosi JDIH melalui Berbagai Media (Videotron,
Lampu Lalu Lintas, dll)

Website JDIH dalam versi Bahasa Inggris
Penggunaan Digital Signature pada Dokumen Hukum
Majalah JDIH




Peresmian Kios [DIH Kabupaten Garut

a

JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM
KAB. GARUT

{5 jdih garutkab.go.id '
jdihkabgarut@gmail.com § Jdih Kab Garut
i » )| jdihkabgarut I




Pengelolaan JDIH oIeh Sekretarlat DPRD Kabupaten Bungo




Pengelolaan JDIH oleh Pemerintah Kota Sukabumi
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EVALUASI PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Data Anggota JDIHN Provinsi Jawa Timur




Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Kategori

Anggota

(12 November 2019)

Website JDIH

INTEGRASI

dgn

jdihn.go.id

KETERANGAN

" Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Blitar

Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Gresik

n Kabupaten Jember
n Kabupaten Jombang

Kabupaten Kediri

Kabupaten Banyuwangi

Provinsi

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

http://jdih.jatimprov.go.id/

http://jdih.bangkalankab.go.id/

http://jdih.banyuwangikab.go.id/

http://jdih.blitarkab.go.id/

http://kabbojonegoro.jdih.jatimpro
v.go.id/

http://bondowosokab.jdih.jatimpro
v.go.id

http://jdih.gresikkab.go.id/

http://kabjember.jdih.jatimprov.go.i
d/

http://jdih.jombangkab.go.id/

http://jdih.kedirikab.go.id

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah




Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(12 November 2019)

] INTEGRASI
Kategori Website JDIH dgn | KETERANGAN
Anggota jdihn.go.id

Kabupaten Lamongan

n Kabupaten Lumajang
n Kabupaten Madiun
n Kabupaten Magetan
n Kabupaten Malang

n Kabupaten Mojokerto

v/ | Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Ngawi

n Kabupaten Pacitan

“ Kabupaten Pamekasan

Kabupaten

Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

https://kablamongan.jdih.jatimprov
.go.id/
https://jdih.lumajangkab.go.id/
http://jdih.madiunkab.go.id/
https://jdih.magetan.go.id/

http://jdih.malangkab.go.id/

https://kabmojokerto.jdih.jatimpro
v.go.id/

https://kabnganjuk.jdih.jatimprov.g
o.id/

http://kabngawi.jdih.jatimprov.go.i
d/

https://kabpacitan.jdih.jatimprov.g
o.id/

https://jdih.pamekasankab.go.id/




Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(12 November 2019)

Kategori INTEGRASI
g Website JDIH KETERANGAN
AnggOta d|hn 0|d

Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Sampang

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sumenep

Kabupaten Trenggalek

A
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Kabupaten Tulungagung

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

https://jdih.pasuruankab.go.id/

https://kabponorogo.jdih.jatimprov.

go.id/

https://jdih.probolinggokab.go.id/

http://jdih.sampangkab.go.id/

http://sjdih.sidoarjokab.go.id/

http://jdih.situbondokab.go.id

http://jdih.sumenepkab.go.id

http://jdih.trenggalekkab.go.id

http://jdih.tubankab.go.id

http://kabtulungagung.jdih.jatimpr
ov.go.id/

Sudah

Sudah




Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(12 November 2019)

Kategori INTEGRASI
g Website JDIH dgn KETERANGAN
AnggOta jdihn.go.id

Kota Batu Kota http://jdih.batukota.go.id/
Kota Blitar Kota https://jdih.blitarkota.go.id/
Kota Kediri Kota http://jdih.kedirikota.go.id/
Kota Madiun Kota http://jdih.madiunkota.go.id/ - l
Sudah
n KOta Malang Kota http://jdih.malangkota.go.id
Sudah
KOta MOJOkertO Kota http://jdih.mojokertokota.go.id
Kota Pasuruan Kota http://jdih.pasuruankota.go.id/
Kota Probolinggo Kota http://jdih.probolinggokota.go.id/
m Kota Surabaya Kota https://jdih.surabaya.go.id/

DPRD

DPRD Provinsi Jawa Timur .
Provinsi




Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(12 November 2019)

K
ategori Website JDIH
Anggota

- DPRD Kabupaten Bangkalan
DPRD Kabupaten
Banyuwangi

ﬂ DPRD Kabupaten Blitar
DPRD Kabupaten
Bojonegoro
DPRD Kabupaten
Bondowoso

n DPRD Kabupaten Gresik

DPRD Kabupaten Jember

“ DPRD Kabupaten Jombang
n DPRD Kabupaten Kediri

DPRD Kabupaten Lamongan

DPRD
Kabupaten

DPRD
Kabupaten

DPRD
Kabupaten

DPRD
Kabupaten

DPRD
Kabupaten

DPRD
Kabupaten
DPRD
Kabupaten
DPRD
Kabupaten
DPRD
Kabupaten

DPRD
Kabupaten

INTEGRASI
dgn
jdihn.go.id

KETERANGAN




Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(12 November 2019)

INTEGRASI
Kategori Website JDIH dgn | KETERANGAN
Anggota jdihn.go.id

DPRD

- DPRD Kabupaten Lumajang Kabupaten
. DPRD

ﬂ DPRD Kabupaten Madiun Kabupaten
DPRD

H DPRD Kabupaten Magetan Kabupaten
DPRD

ﬂ DPRD Kabupaten Malang Kabupaten
. DPRD

ﬂ DPRD Kabupaten Mojokerto Kabupaten
. DPRD

ﬂ DPRD Kabupaten Nganjuk Kabupaten
. DPRD

DPRD Kabupaten Ngawi Kabupaten
. DPRD

n DPRD Kabupaten Pacitan Kabupaten
DPRD Kabupaten DPRD

Pamekasan Kabupaten
u DPRD Kabupaten Pasuruan " DPRD

abupaten



Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(12 November 2019)

Kat
Anggota

- DPRD Kabupaten Ponorogo
DPRD Kabupaten
Probolinggo

ﬂ DPRD Kabupaten Sampang

n DPRD Kabupaten Sidoarjo

ﬂ DPRD Kabupaten Situbondo
n DPRD Kabupaten Sumenep
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